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Pengaruh  Sanksi  Administrasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untukmenguji  seberapa  besar  kesadaran
masyarakat  kota  Medan  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan
bermotornya,Menguji  seberapa  efektif  penerapan  saknsi  administrasi  pajak
kendaraan  bermotor  pada  Kantor  Samsat  Putri  Hijau,  Menguji  pengaruh
penerapan saknsi administrasi  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.
Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar
oleh  penduduk  sebagai  sumbangan  wajib  kepada  negara  atau  pemerintah
sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhanya diberikan secara sukarela.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  menjadi  aspek  penting  mengingat  sistem  perpajakan
Indonesia  menganut  sistem  Self  Asessment  di  mana  prosesnya  secara  mutlak
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan
melaporkan kewajibannya.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  dipandang  sebagai  sesuatu  yang
bersifat konfirmasi dan deduktif karena menguji hipotesis dari suatu teori dengan
kenyataan yang ada dengan didasarkan pada data ilmiah dalam bentuk angka atau
numeric, sehingga penelitian kuantitatif diidentikan dengan penelitian numeric.
Hasil uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar
0,291 dan nilai t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t
tabel (0,291 <1,98447). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan
untuk sanksi administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa
nilai  signifikan  0,773  >  α=  0,05.  Dari  keterangan  tersebut,  maka  dapat
disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, dalam arti secara parsial sanksi
administrasi pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.
Nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai  Adjusted R Square sebesar 0,816,
yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi pajakterhadap kepatuhan pajak di
samsat  putri  hijau  adalah  sebesar  81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi  oleh
variabel lain diluar dari variabel  yang diteliti oleh peneliti.
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A. Latar Belakang Masalah
Kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak
yang harus dijalankan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.
Semua  perihal  hukum  yang  menangani  permasalahan  mengenai  pajak  ada  di
dalam  undang  -  undang  yang  mengatur  tentang  pajak  kendaraan  bermotor.
Mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan
pajak terdiri dari kata kerja yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri
menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut
dalam perintah  dan sebagainya,  taat  pada  perintah  aturan  dan sebagainya  dan
berdisiplin. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang
harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau
pemerintah  sehubungan  dengan  pendapatan,  pemilikan,  harga  beli  barang  dan
sebagainnya.  Jadi kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak.
Dikutip  dari  tribun-medan  sekitar  4  juta  kendaraan  bermotor  di  sumut
terdata  sampai  dengan  30  Septemebr  2018  belum  membayar  denda.  Saat  ini
terdata  jumlah  kendaraan  yang  paling  banyak  melakukan  tunggakan  adalah
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kendaraan roda dua plat pribadi atau kendaraan milik sendiri, yang bisa mencapai
angka 3 jutaan.
Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara,
khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan
bagi negara untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran, termasuk pengeluaran
pembangunan.  Sistem  pemungutan  pajak  di  indonesia  adalah  Self  Assessment
System yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan,
menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara.
Disamping  cara  Self  Assessment  System  terdapat  cara  lain  yaitu  sistem
pemotongan  (withholding  system).  Withholding  System  merupakan  cara  yang
paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu dengan
cara  mewajibkan  wajib  pajak  untuk  melakukan  pungutan  dan  pemungutan
pajaknya  oleh  pihak  lain.  Dengan  cara  ini  maka  pemerintah  tidak  perlu
mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak.
Hukum pajak, pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (Wajib
Pajak)  dengan  negara  (pihak  pajak).  Di  dalam  hukum  pajak  diatur  hak  dan
kewajiban  Wajib  Pajak  serta  pihak  pajak.  Agar  undang-undang  dapat  secara
efektif  dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban harus ada sanksinya,  jika
kewajiban tersebut tidak dipatuhi.
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung
sistem  self  assessment,  dimana  Wajib  Pajak  bertanggung  jawab  menetapkan
sendiri  kewajiban  perpajakan  dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu
membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.
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Dalam pemungutan pajak, subjek dan objek pajak harus jelas. Oleh karena
itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak sesuai. Selain
itu,  tarif  pajak  harus  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  saat  itu.
Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuh membayar pajak. Subjek
pajak adalah orang,  badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi  syarat-
syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
Banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotornya. Yang mereka pikirkan, membayar pajak bisa
membuat mereka merugi karena menurut mereka pajak hanya bisa dinikmati oleh
orang yang duduk di atas alias penguasa. Padahal, mereka salah besar, membayar
pajak tepat  waktu  akan berdampak baik  juga bagi  kehidupan pembayar  pajak,
terutama kehidupan yang menyangkut berbangsa dan bernegara.
Permasalahan pajak ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia, terutama
kota Medan. Terkadang mereka enggan membayar pajak sehingga banyak dari
mereka yang akhirnya dikejar-kejar  oleh  penagih pajak atau berurusan dengan
hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu. Pemahaman yang salah akan
pembayaran pajak inilah yang mungkin menjadi masalah perpajakan di Indonesia.
Ketika masyarakat sudah tahu apa fungsi dan kegunaan pajak, untuk apa pajak
tersebut digunakan, pastilah kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu
akan semakin meningkat. Jadi, untuk menghindari keterlambatan dan juga ketidak
patuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, pemerintah
membuat peraturan tentang saknsi administrasi pajak.
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Kepala  Bidang  (Kabid)  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Badan
Pengelolaan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BPPRD) Sumut,  Victor  Lumbanraja,
mengatakan  bahwa  berdasarkan  database  samsat,  hingga  30  September  2018,
jumlah  kendaraan  bermotor  di  Sumut  yang  pajak  (berikut  dendanya)  belum
dibayar mencapai angka empat juta unit lebih.
"Persisnya 4.344.234 juta  kendaraan bermotor, meliputi  kendaraan roda
dua dan roda empat", ucapnya. Kemudian dia menuturkan, "Jumlah ini jauh lebih
besar  dari  yang  sudah  melunasi.  Total  di  Sumut  ini  jumlah  kendaraan  yang
terdaftar sebanyak 5.937.220 juta kendaraan."
Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa hanya 1.592.977 orang yang
sudah melunasi kewajiban kendaraan bermotornya.
Sanksi administrasi pajak merupakan salah satu alat yang berperan penting
untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  perpajakan,  sanksi  administrasi  adalah
suatu alat yang digunakan oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengatur
para  pelanggar  pajak  yang  bersifat  administratif,  bunga,  denda  dan  kenaikan
adalah contoh dari sanksi pajak yang bersifat administrative.
Pengetahuan  tentang  sanksi  dalam  perpajakan  menjadi  penting  karena
pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka
pelaksanaan pemungutan  pajak.  Berdasarkan sistem ini,  Wajib  Pajak diberikan
kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 
Selain kantor Samsat di Medan, pembayaran juga bisa dilakukan di kantor-
kantor  samsat  di  kota  lain,  serta  sejumlah bank yang tergabung dalam samsat
nasional. Program berjalan hingga 28 Desember 2018.
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Untuk  dapat  menjalankannya  dengan  baik,  maka  setiap  Wajib  Pajak
memerlukan  pengetahuan  pajak,  baik  dari  segi  peraturan  maupun  teknis
administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang
diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU
Perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan  latar  belakang dan fenomena  yang telah  dijelaskan  diatas,
maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  “Pengaruh  Sanksi
Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian pada latar belakang di atas,  maka diidentifikasikan
masalah  yang  terjadi  adalah dari  5.937.220 wajib  pajak  kendaraan  bermotor,
hanya  1.592.977  orang  yang  mematuhi  kewajiban  membayar  pajak  kendaraan
bermotornya.  Dan sebanyak  4.344.234  orang  masyarakat  kota  Medan  belum
mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan juga identifikasi
masalahdiatas,  makayang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini
adalah:apakah sanksi administrasi  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan?
D. Tujuan Penelitian
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Sesuai dengan rumusan masalah diatas,  adapun tujuan dari penelitian ini
adalah  sebgai  berikut: mengujiseberapa  besar  pengaruh  penerapan  saknsi
administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  pada
Kantor Samsat Putri Hijau Medan.
E. Manfaat Penelitian
Peneliti  berharap  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat
sebagai berikut:
a. Bagi  peneliti,  penelitian  bermanfaat  untuk  menambah  wawasan  dan
memperdalam  pengetahuan  peneliti  tentang  Pengaruhpenerapan  saknsi
administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan bermotor
pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.
b. Bagi  Samsat Putri Hijau, sebagai bahanmasukanberupa saransejauh mana
saksi administrasi pajak dapat diterapkat pada masyarakat kota Medan.
c. Bagipembaca dan pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi dan panduan
dalam penelitian – penelitian di masa yang akan datang, serta sumbangan
pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan / literatur bidang akuntansi.
F. Keaslian Penelitian
Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri, dan
juga atas masukan yangberasal dari berbagai pihakyang membantu penelitian ini.
Sejauh pengamatan  peneliti,  penelitian  ini  belum pernah diteliti.  Penelitian  ini
mengungkapakan “Pengaruh saknsi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan”
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Judul penelitianyang sama sebelumnya bukan merupakan suatu hal yang
disengaja,  dikarenakan  ada  perbedaan  lokasi  penelitian,  waktu  penelitian,  dan
variabel  penelitian.  Pada  penelitian  yang  saya  lakukan  sekarang,  saya
menggunakan saknsi administrasi pajak sebgaai variabel dependen dankepatuhan
wajib pajak sebagai variabel independen. 
Oleh karena itu,  keaslian  skripsi ini  dapat  dipertanggung jawabkan dan
sesuai dengan asas – asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran,
rasional,  objektif  serta  terbuka.  Hal  ini  merupakan  implikasi  etis  dari  proses
menemukan kebenaran ilmiah.  Sehingga dengan demikian,  penelitian ini  dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya secar ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk







Pengertian pajak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah
pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai
sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan,
pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.
Pajak  pada  Pasal  1,  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983
sebagaimana  yang  terakhir  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi
wajib berutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh
hukum, tanpa timbal balik yang diterima secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
P.J.A  Andriani,  yang  kemudian  dikutip  oleh  Sukrisno  Agus,  Erlita
Trisnawati (2014:6) menyatakan:
“Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat  dipaksakan)
yang  terutang  oleh  orang  yang  wajib  membayarnya  menurut
peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”
Jadi dapat kita simpulkan, pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara
dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak
1
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9mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai
norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna
mencapai  kesejahteraan  umum.  Penolakan  untuk  membayar,  perlawanan,  atau
penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran
hukum.
b. Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak ada tiga, yaitu: 
1. Official Assesment System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  member  wewenang  kepada
pemerintah  (fiskus)  untuk menentukan besarnya  pajak  yang terutang
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada
fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Self Assesment System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  member  wewenang
kepada  Wajib  Pajak  untuk  menenukan  sendiri  besarnya  pajak  yang
terutang. Ciri-cirinya:
a. Wewenang  untuk  menentukan  bedarnya  pajak  yang  terutang  ada
pada Wajib Pajak sendiri.
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b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor,
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  member  wewenang
kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak)  yang
bersangkutan  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wawenang menentukan besarnya pajak
yang  terutang  ada  pada  pihak  ketiga,  pihak  selain  fiskus  dan Wajib
Pajak.
Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk
setiap Pajak Daerah yaitu:
1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan
pajak, anatara lain:
a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
b. Ditetapkan oleh kepada daerah.
c. Dipungut oleh pemungut pajak.
2. Pemungut Pajak Daerah
a. Percetakan formulir perpajakan.
b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak.
c. Penghimpunan data onjek dan subjek pajak
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2. Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor atau  yang  biasa  dikenal  dengan  PKB
merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor
baik  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau  lebih  dan beserta  gandengannya yang
dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik
yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya
energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan,
termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.
a. Informasi Umum Pajak Kendaraan Bermotor
1. Subjek Pajak
Pasal  4  UU  No.  28  Tahun  2009  mengatur  bahwa  subjek  Pajak
Kendaraan Bermotor  adalah  orang pribadi  atau  badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. 7Wajib Pajak
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki  kendaraan  bermotor.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  berupa  suatu
badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa
dari badan tersebut.
3. Objek Pajak
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan
Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Termasuk  dalam  pengertian  kendaraan  bermotor  adalah  kendaraan
bermotor  beroda  beserta  gandengannya,  yang  dioperasikan  di  semua
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jenis  jalan  darat  dan  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air
dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT
7 (tujuh Gross Tonnage).
4. Pengecualian Objek Pajak
Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor, antara
lain:
a. Kereta api
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara
c. Kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  kedutaan,
konsulat,  perwakilan  negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan
lembaga-lembaga  internasional  yang  memperoleh  fasilitas
pembebasan pajak dari pemerintah;
d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
a. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian
dari  2  (dua)  unsur  pokok,  yaitu:Nilai  Jual  Kendaraan  Bermotor
(harga pasaran umum) dan juga bobot yang mencerminkan secara
relatif  tingkat  kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran  lingkungan
akibat  penggunaan  Kendaraan  Bermotor  yang  dinyatakan  dalam
koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) Bobot.
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Khusus  untuk  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  di  luar  jalan
umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan
di  air, dasar  pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  adalah hanya
Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan
batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi.
Dengan  demikian,  kepastian  penetapan  tarif  tersebut  diatur
berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. 
Sebagai contoh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh
orang pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah
Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010
Tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (“Perda  DKI  No.  8  Tahun
2010”),  ditetapkan sebesar  1,5% (satu  koma lima persen),  untuk
kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Terdapat ketentuan pajak
progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya namun
hal ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.
b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  KBBI,  definisi  Kendaraan  bermotor  adalah  Semua  kendaraan
beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang
berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energy  tertentu  menjadi  tenaga
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gerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  besar  yang
bergerak.
Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan
ayat  13  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  adalah  “Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB) adalah  pajak  atas
kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  salah  satu  jenis  pajak
daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil
antara  Pemerintah  Kabupaten/Kota  menerima  bagi  Hasil  PKB  sebesar  30%
(tigapuluh  persen),  sedangkan  Pemerintah  Provinsi  menerima  70%.  Hasil
penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepulh persen) termasuk yang 32
dibagi  hasilkan  kepada  Kabupaten/Kota,  dialokasikan  untuk  pembangunan
dan/atau  pemeliharaan  jalan  serta  peningkatan  modal  dan  sarana  transportasi
umum.
c. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Cara  menghitung  Besarnya  Pokok  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang
terhutang  dilakukan  dengan  mengalikan  Tarif  Pajak  dengan  Dasar  Pengenaan
Pajak. Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumya:
P a j a k  T e r u t a n g = Tarif  Pajak  x D a s a r  P e n g e n a a n  P a j a k
= Tarif  Pajak  x ( N J K B  x  B o b o t )
d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
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Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar
1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif
dapat  ditetapkan  secara  progresif  paling  rendah  sebesar  2% (dua
persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
b. Tarif  pajak  Kendaraan  Bermotor  angkutan  umum,  ambulan,
pemadam  kebakaran,  sosial  keagamaan,  lembaga  sosial  dan
keagamaan,  Pemerintah/TNI/PORLI,Pemerintah  daerah,  dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan
paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi
sebesar 1% (satu persen).
c. Tarif  pajak Kendaraan Bermotor alat-alat  berat  dan alat-alat  besar
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan
paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
d. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%.
3. Kepatuhan Wajib Pajak
Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh
pada  ajaran  dan  aturan.  Kepatuhan  adalah  motivasi  seseorang,  kelompok  atau
organisasi  untuk  berbuat  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan.  Dalam pajak,
aturan  yang  berlaku  adalah  Undang-Undang  Perpajakan.  Kepatuhan  pajak
merupakan  kepatuhan  seseorang,  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak,  terhadap
peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.
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Menurut  Hasibuan  (2013:5),  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  merupakan
kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma
sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung
jawab  seseorang  terhadap  tugas-tugas  yang  diberikan  kepadanya.  Hal  ini
mendorong  gairah  kerja,  semangat  kerja,  dan  terwujudnya  tujuan  masyarakat,
maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik.
Dari uraian di atas, engertian kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta
dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-
nilai  ketaatan,  kepatuhan,  kesetiaan,  keteraturan  dan  ketertiban.  Sikap  atau
perbuatan yang dilakukan bukan lagi  atau sama sekali  tidak dirasakan sebagai
beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat
sebagaimana lazimnya.
Kepatuhan wajib pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu
(2010:19), mengemukakanbahwa:
“Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela
(voluntary  of  complince)  merupakan  tulang  punggung  sistem
self  assessment,  dimana  Wajib  Pajak  bertanggung  jawab
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara
akurat  dan  tepat  waktu  membayar  dan  melaporkan  pajaknya
7tersebut.”
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstein (2016:111) adalah:
“Rasa bersalah atau rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan
beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan
pemerintah”
Adapun pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak menurut Mohammad
Zain (2008:13) adalah:
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“Suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban
perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
1. Wajib  Pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengaan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam
rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  dewasa  ini  yang  di  dalam
pemenuhanya diberikan secara sukarela.  Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek
penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment
di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.
a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun jenis – jenis kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-
undang  perpajakan.  Misalnya  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan
(SPT)  PPh  tersebut  sudah  benar  atau  belum.  Yang  penting  Surat
Pemberitahuan  (SPT)  PPh  sudah  disampaikan  sebelum  tanggal  31
Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga
dapat  meliputi  kepatuhan  formal.  Di  sini  Wajib  Pajak  yang
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bersangkutan,  selain  memperhatikan  kebenaran  yang  sesungguhnya
dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Sementara  itu,  menurut  Nurmanto  (2003)  dalam  Widodo  (2010:68-70)
terdapat dua dimensi kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajibannya secara  formal  sesuai  dengan ketentuan undang-undang
perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  secara
formal  dapat  dilihat  dari  aspek  kesadaran  wajib  pajak  untuk
mendaftarkan  diri,  kepatuhan  waktu  wajib  pajak  dalam  membayar
pajak,  dan  melaporkan  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  pajak
dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material  adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
subtantif  (hakekat)  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak
yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT, adalah wajib
pajak  yang mengisi  dengan  jujur,  baik  dan  benar  atas  SPT tersebut
sehingga 47 sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
dan menyampaikan ke Instansi Pajak sebelum batas waktu.
b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  74/PMK.03/2012,
bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
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2. Tidak mempunyai  tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,  kecuali
telah memperoleh izin untuk mengamgsur atau menunda pembayaran
pajak
3. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga
pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang
perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Sistem Official Assesment System diterapkan perpajakan Indonesia dalam
membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Susanti (2013:68), ciri-ciri sistem
Official Assesment System, yaitu:
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  berada  pada
fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang  pajak  timbal  setelah  dikekuaskan  surat  ketetapan  pajak  oleh
fiskus.
c. Faktor–Faktor yang Mengakibatkan Ketidak Patuhan Wajib Pajak
Menurut Susanto (2012) ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan
atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.
2. Hambatan  atau  kurangnya  intesitas  kerjasama  dengan  instansi  lain
(pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak
baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertical.
3. Masih  sedikitnya  informasi  yang  semestinya  disebarkan  dan  dapat
diterima  masyarakat  mengenai  peranan  pajak  sebagai  sumber
penerimaan Negara dan segi-segi positif lainnya.
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4. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak
tidak  bisa  dinikmati  secara  langsung,  bahkan  wujud  pembangunan
sarana  prasarana  belum  merata,  meluas,  apalagi  menyentuh  pelosok
tanah air.
5. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah
terhadap penggunaan uang pajak.
4. Sanksi Administrasi Pajak
Menurut  Resmi  (2008:71),  sanksi  perpajakan  terjadi  karena  terdapat
pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  sehingga
apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan
perpajakan dan undang-undang perpajakan.
Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang
melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar
uang karena  melanggar  peraturan hukum yang berlaku.  Sehingga sanksi  pajak
adalah  hukuman negative  yang diberikan  kepada wajib  pajak  yang melanggar
peraturan dengan cara membayar uang. 
Menurut Ilyas & Burton(2013:65) penerapan sanksi administrasi
umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang
bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.
Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  atau  undang  –undang  tidak
dilanggar.  Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau
ditaati
.
Dalam  menghitung  Penghasilan  Kena  Pajak,  Wajib  Pajak  tidak  boleh
mengurangkan  (membiayakan)  sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan
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kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sanksi  administrasi pajak  adalah  denda yang  dikenakan  terhadap
pelanggaran  yang  berkitan  dengan  kewajiban  pelaporan.  Sanksi  denda  adalah
jenis  sanksi  yang  paling  banyak  ditemukan  dalam  UU  perpajakan.  Terkait
besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah
tertentu,  atau  suatu  angka  perkalian  dari  jumlah  tertentu.  Pada  sejumlah
pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran
yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau
disengaja.
Sanksi administrsi pajak adalah denda yang berupa kenaikan jumlah pajak
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur
dalam ketentuan material.  Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi
berupa  kenaikan  adalah  sanksi  yang  paling  ditakuti  oleh  wajib  Pajak.  Hal  ini
karena  bila  dikenakan  sanksi  tersebut,  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bisa
menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan
angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika
dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak
tidak  memberikan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menghitung
jumlah pajak terutang.
Jadi  sanksi  administrasi  pajak  adalah  denda  yang  dibagi  dalam  dua
kategori, yaitu denda keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan
juga bunga keterlambatan penyetoran pajak terutang.
22
B. Penelitian Terdahulu
Berikut  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  judul  skripsi  yang
ditulis  oleh  peneliti  yaitu  “Pengaruh Saknsi  Administrasi  Pajak  Terhadap








Judul penelitian Variabel Hasil



























































3 Esa dan Alit Pengaruh kesadaran wajib kesadaran  wajib
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D. Hipotesis Penelitian 
Menurut Sugiyono  (2013:  96)  menyatakan  bahwa  hipotesis  merupakan
jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah penelitian,  dimana  rumusan
masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan BermotorSanksi Administrasi Pajak
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Hipotesis  dari  penelitian  ini  adalah  Sanksi  Administrasi  Pajak
Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada




Penelitian ini  merupakan penelitian  asosiatif  yang artinya penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel
atau lebih. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh pengaruh penerapan
saknsi  administrasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor
pada  Kantor  Samsat  Putri  Hijau  Medan.Penelitian  ini  mempunyai  tingkatan
tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian
ini  dapat  dibangun  suatu  teori  yang  dapat  berfungsi  untuk  menjelaskan,
meramalkan  dan  mengontrol  suatu  gejala  sanksi  administrasi  pajak  terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Data penelitian ini diambil dengan cara memperoleh data yang berbentuk
angka  atau  data  kualitatif  yang  diangkakan.Penelitian  kuantitatif  dipandang
sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif karena menguji hipotesis
dari suatu teori dengan kenyataan yang ada dengan didasarkan pada data ilmiah




B. Definisi Operasional Variabel
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan   perpajakan  dapat  didefinisikan   sebagai   suatu   keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya.
Kepatuhan  wajib  pajak  diukur  dengan  indicator(Handayani,  2009)  di
bawah ini:
1. Wajib pajak mengisi formulir SPTdengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.
2. Sanksi Administrasi Pajak
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of
complince)  merupakan tulang punggung sistem self  assessment,  dimana Wajib
Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian
secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.
Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)
yaitu:
1. Wajib  Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  Surat
Pemberutahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.
C. Tempat Dan Waktu Penelitian
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Penelitian ini rencananya akan dilakukan pada tahun 2018 di Samsat Putri
Hijau Medan. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember  2018 – Maret
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D. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang
terdaftar  pada  SAMSAT  Putri  Hijau  Medan pada  tahun 2018.  Adapun  jumlah




Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiono, 2016:81). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100
wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Putri Hijau. Penentuan sampel ditentukan




n : Jumlah sampel
N : Populasi
E : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 






E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi (Pengamatan) 
Menurut  Sutrisno  Hadi  dalam (Sugiyono,  2012)  mengemukakan bahwa
observasi  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu  proses  yang
tersusun dari  berbagai  proses  biologis  dan psikologis.  Teknik observasi
yaitu  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengamatan  secara  langsung
dalam prose sanksi administratif pada bagian pajak kendaraan bermotor
SAMSAT Putri hijau Medan.
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2. Interview (Wawancara)
Teknik interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung dengan
kepala  bagian  kendaraan  bermotor  SAMSAT Putri  Hijau  Medan,  dan
sejumlah  personil  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Wawancara
digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,
2013).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran
kuisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini  adalah skala
likert.Skala  likert  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2008).
Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator  variabel  dimana  responden  dalam  menentukan  jawaban  dengan
mengikuti  pertanyaan-pertanyaan  yang  sebelumnya  disusun  melalui  indikator-
indikator yang ditentukan.
Jawaban  setiap  indikator  instrument  yang  menggunakan  skala  likert
mempunyai  gradasi  dari  nilai  tertinggi  sampai  nilai  yang  terendah.  Pilihan
jawaban yang bisa dipilh oleh responden dalam penelitian ini adalah:
a. Sangat tidak setuju dengan skor 
b. Tidak setuju dengan skor 2
c. Netral dengan skor 3
d. Setuju dengan skor 4
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e. Sangat setuju dengan skor 5
Sebelum  penelitian  dilakukan,  instrumen  yang  digunakan  untuk
mengambil  data  yang  sebenarnya,  terlebih  dahulu  dilakukan  ujicoba  /tryout
instrumen,  untuk  mengetahui  tingkat  kesahihan  (validitas)  dan  keandalan
(reliabilitas).
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data
primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber
aslinya  yang  berupa  wawancara,  jajak  pendapat  dari  individu  atau  kelompok
(orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian
(benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara
menjawab  pertanyaan  riset  (metode  survei)  atau  penelitian  benda  (metode
observasi)  dengan  menggunakan  kuesioner  kepada  responden.  Yang  menjadi
responden dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak pada SAMSAT Putri
Hijau Medan.
Keunggulan  Data  premier  adalah  data  lebih  mencerminkan  kebenaran
berdasarkan dengan apa yang dilihat.dan didengar langsung oleh peneliti sehingga
unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.
a. Uji Validitas
Menurut  Azwar  (1986)  Validitas  berasal  dari  kata  validity  yang
mempunyai  arti  sejauh mana ketepatan  dan kecermatan  suatu  alat  ukur  dalam
melakukan fungsi ukurnya.
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Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas
yang  tinggi  apabila  instrumen  tersebut  menjalankan  fungsi  ukurnya,  atau
memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai  dengan  maksud dilakukannya  pengukuran
tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data
yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.
Terkandung di sini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat
ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran
yang dikehendaki  dengan tepat.  Suatu  tes  yang dimaksudkan untuk mengukur
variabel  A dan kemudian  memberikan hasil  pengukuran mengenai  variabel  A,
dikatakan  sebagai  alat  ukur  yang  memiliki  validitas  tinggi.  Suatu  tes  yang
dimaksudkan  mengukur  variabel  A akan  tetapi  menghasilkan  data  mengenai
variabel A’ atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas
rendah  untuk  mengukur  variabel  A dan  tinggi  validitasnya  untuk  mengukur
variabel A’ atau B (Azwar 1986).
Cara  yang  dipakai  dalam  menguji  tingkat  validitas  adalah  dengan
variabel  internal,  yaitu  menguji  apakah  terdapat  kesesuaian  antara  bagian
instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir.
Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada  kemudian
dikorelasikan  dengan  menggunakan  Rumus korelasi  product  moment yang
dikemukakan oleh (Arikunto, 2002)sebagai berikut:
    rxy 
  



























rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy
N : Jumlah Subyek
X : Skor item 
Y : Skor total
∑X : Jumlah skor items 
∑Y : Jumlah skor total
∑X2 : Jumlah kuadrat skor item 
∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  sesuatu  instrumen  cukup  dapat  dipercaya  untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah  baik
( Arikunto, 2002: 154 ). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas  instrumen
menggunakan rumus alpha  α,  karena instrumen dalam penelitian  ini  berbentuk
angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan
uji  validitas  menggunakan  item  total,  dimana  untuk  mencari  reliabilitas
instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian
maka menggunakan rumus alpha α.
Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (2003: 475) reliabilitas adalah
hal  yang  dapat  dipercaya.  Popham  (1995:  21)  menyatakan  bahwa  reliabilitas
adalah "...the degree of which test score are free from error measurement"
Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan
sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat
pengukur  dipakai  dua  kali  –  untuk  mengukur  gejala  yang  sama  dan  hasil
pengukuran  yang  diperoleh  relative  konsisten,  maka  alat  pengukur  tersebut
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reliable. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur
di dalam pengukur gejala yang sama.
Menurut  Sumadi  Suryabrata  (2004:  28)  reliabilitas  menunjukkan
sejauhmana  hasil  pengukuran  dengan  alat  tersebut  dapat  dipercaya.Hasil
pengukuran harus  reliabel  dalam artian harus  memiliki  tingkat  konsistensi  dan
kemantapan.
Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya,
maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok
yang sama diperoleh hasil yang relatif sama ( Syaifuddin Azwar, 2000 : 3). Dalam
penelitian  ini,  uji  reliabilitas  dilakukan dengan menggunakan tekhnik  Formula



















α   =  koefisien reliabilitas alpha
k   =  jumlah item
Sj  =  varians responden untuk item I
Sx =  jumlah varians skor total
Indikator  pengukuran  reliabilitas  menurut  Sekaran  (2000:  312)  yang
membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:
Jika alpha atau r hitung: 
1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik
2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima
36
3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik
F. Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  diolah  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan
deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif  kualitatif  merupakan  analisis  yang
dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  fakta  atau  keadaan  yang  terjadi  di
lapangan atau suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi
dari pihak yang berwenang melalui wawancara. Pengamatan langsung di lapangan
serta  laporan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Dari  hasil  tersebut
kemudian  diinterpretasikan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  terhadap
permasalahan yang diajukan. (Hikmawati,  2017). Berikut tahapan teknis dalam
menganalisis data: 
1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan
dengan  pajak  kendaraan  bermotor  khususnya  pengenaan  sanksi
administratif. 
2. Melakukan analisa berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang
melalui  wawancara,  pengamatan langsung di lapangan serta  laporan
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran
bagi instansi. 
a. Statistik Deskriptif
Iqbal Hasan (2001:7) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian
dari  statistika  yang  mempelajari  cara  pengumpulan  data  dan  penyajian  data
sehingga mudah dipahami.  Statistika deskriptif  hanya berhubungan dengan hal
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menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau
keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala,
atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya
ditujukan pada kumpulan data yang ada.
Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang  telah  terkumpul
sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku
untuk  umum  atau  generalisasi.  Dalam Statistic deskriptif  antara  lain  adalah
penyajian   data   melalui   tabel,   grafik,   diagram  lingkaran,   pictogram,
perhitungan  modus,  median,  mean  (pengukuran tendesi  sentral), perhitungan
desil, persentil, perhitungan penyebaran  data melalui  perhitungan  rata - rata  dan
standar deviasi,  perhitungan  persentase. (Sugiyono, 2009:207-208).
b. Analisis Regresi Linier Sederhana
Metode analisis  yang digunakan adalah  model  regresi  linier  sederhana.
Regresi  linier  sederhana  didasarkan  pada  hubungan  fungsional  ataupun  kausal
satu  variabel  independen  dengan  satu  variabel  dependen.Untuk  mengukur
besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi
variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.
Menurut  Sugiyono (2014:277)  persamaan regresi  linier  sederhana yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
Y = a + bX
Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
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X = Sanksi Administrasi Pajak
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
e = Standart error
Sebelum  dilakukan  pengujian  analisis  regresi  linier  berganda  terhadap
hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi
klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:
1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui
bahwa  uji  t  dan  F  mengasumsikan  bahwa  nilai  residual  mengikuti  distribusi
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji  statistik. Untuk menguji
apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-
Smirnov Test.
Residual  berdistribusi  normal  jika  memiliki  nilai  signifikansi
>0,05(Ghozali, , 2011).
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji  heteroskedastisitas bertujuan menguji  apakah model  regresi  terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yng lain.
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut  Homoskedastisitas  dan jika berbeda disebut  Heteroskedastisitas.  Model
regresi  yang  baik  adalah  yang  Homoskesdastisitas  atau  tidak  terjadi
Heteroskesdastisitas.
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Pengujian  pada  penelitian  ini  menggunakan  Grafik  Plot  antara  nilai
prediksi variabel dependen yaitu Standardized Predicted Value ( ZPRED )dengan
residualnya  Studentized Residual  (SRESID). Jika ada pola tertentu seperti titik-
titik  yang  membentuk  pola  tertentu  yang  teratur,  maka  telah  terjadi
heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur,
maka tidak terjadi homoskedastisitas. 
Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).
G. Hipotesis
Menurut Umar (2005:104) Hipotesis adalah”Suatu perumusan sementara
mengenai  suatu  hal  yang  di  buat  untuk  menjelaskan  hal  itu  dan  juga  dapat
menuntun/mengarahkan  penyelidikan  selanjutnya.  Berdasarkan  teori  di  atas
peneliti   merumuskan  hipotesis  untuk  penelitian  ini,  hipotesis  yang  telah  di
rumuskan, kemudian harus di uji.”
1. Uji T (Parsial)
Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial,
pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara
variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa
variabel independen lain dianggap konstan.
Uji parsial digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang dihasilkan
dari  tiap-tiap  variabel  independen  signifikan  atau  tidak  terhadap  variabel
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dependennya. Menurut Ghozali, (2009) uji t pada dasarnya untuk menunjukkan
seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen  secara  individual  dalam
menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  uji
dengan taraf signifikansi 0,05.
Dalam hal ini adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel dan signifikan > 0,05
dengan kata lain Ho diterima maka terdapat pengaruh Sanksi Administrasi
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Ha diterima dan Ho ditolak apabilah t hitung > t tabel dan signifikan <
0,05 dengan kata lain Ha diterima maka tidak terdapat pengaruh Sanksi
Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Jika nilai alpha < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima,
sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Sebaliknya nilai alpha > 0,05, maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada
pengaruh secara signifikan diantara dua variabel yang diuji.
2. Uji R (Adjusted R Square)
Tujuan  dari  koefisien  determinasi  adalah  untuk  melihat  kemampuan
variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi
dari  variabel  dependen  yang  diterangkan  oleh  variasi  dari  variabel-variabel
independennya.
Jika R2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar
mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen
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terhadap  variabel  dependen  semakin  besar.  Secara  umum  dikatakan  bahwa
besarnya  koefisien  determinasi  berganda  (R2)  berada  antara  0  dan  1
(Ghozali,2009).
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Statistik Deskriptif
Responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di
SAMSAT Putri Hijau. Karakteristik responden berikut ini menyajikan beberapa
informasi  umum  mengenai  kondisi  responden  yang  merupakan  hasil  dari
penelitian  yang  telah  dilaksanakan.  Karakteristik  responden  di  deskripsikan
berdasarkan usia, jenis kelamin, dan  golongan pekerjaan.
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelaminnya, responden pada penelitian ini terdiri dari 86
orang  laki-laki  dan  14  orang  perempuan.  Karakteristik  responden  berdasarkan
jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :
Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 86 86%
2 Perempuan 14 14%
Jumlah 100 100%
Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah )
Berdasarkan  tabel  4.1  dapat  dijelaskan  bahwa jenis  kelamin  responden
mayoritas laki – laki yaitu 86 orang (86%), dan 14 orang perempuan (14%). Hal
ini mengindikasikan perbandingan antara jumlah wajib pajak kendaraan bermotor
perempuan  dan  jumlahwajib  pajak  kendaraan  bermotor  laki-  laki  terlihat
perbedaan yang cukup signifikan.
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan pendidikannya, responden pada penelitian dibedakan menjadi
3  golongan,  yaitu  PNS,  Wiraswasta,  dan  Wirausaha.  Karakteristik  responden
berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2
Golongan Pekerjaan Responden
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 PNS 14 14%
2 Wiraswasta 9 9%
3 Wirausaha 77 77%
Jumlah 100 100%
Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah )
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden yang bekerja
sebagai  PNS  berjumlah  14  orang  (14%),  kemudian  responden  yang  bekerja
Wiraswasta  berjumlah  9  orang  (9%),  dan  responden  yang  bekerja  Wirausaha
berjumlah 77 orang (77%).
c. Karakteristik Responden Berdaarkan Usia
Bedasarkan usia, responden pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori
kelompok usia, yaitu mulai umur < 25 tahun, 25-45 tahun, 46-65 tahun, dan >




No Usia (Tahun) Jumlah Persentase
1 < 25 tahun 20 20%
2 25-45 tahun 54 54%
3 46-65 tahun 26 26%
4 > 65 tahun -  -
Jumlah 100 100%
Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah )
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas , dapat dilihat bahwa responden yang berusia
< 25 tahun berjumlah 20 orang (20%), yang berusia 25-45 tahun berjumlah 54
orang (53%), yang berusia 46-65 tahun berjumlah 26 orang ( 26% ), dan yang
berusia  >65  tahun  tidak  ada.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa responden  yang
berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas berada dalam kelompok usia 25-45
tahun (26%).
2. Deskripsi Variabel
Pada  penelitiana  ini  akan  dijelaskan  secara  dekriptif  variabel  terhadap
tanggapan responden.  Dimana dalam penelitian  ini  variabel  dependen t  adalah
Kepatuhan Wajib  Pajak  (Y),  sedangkan variabel  independennya  adalah  Sanksi
Adinistrasi  Pajak  (X).  Instrument  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah
kuesioner,  dimana  pertanyaan  pada  variabel  Saknsi  Administrasi  Pajak  ada  8
pertanyaan  danvariabel  Kepatuhan  Wajib  pajak  ada  8  pertanyaan.  Berikut  ini
ditampilkan  hasil  pengolahan  data  yang  merupakan  deskriptif  pertanyaan
responden.
a. Deskripsi Variabel Sanksi Administrasi Pajak
Tabel 4.4
Skor Angket Untuk Sanksi Administrasi (X)
No Pertanyaan
STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) Total












































































































































Berdasarkan  distribusi  nilai  yang  tertera  pada  tabel  diatas,  maka  dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
46
1. Untuk  pertanyaan  nomor  1,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 51 orang (51%), setuju dengan skor 4 sebanyak
8 orang (8%), netral dengan skor 3 sebanyak 8 orang (8%), tidak setuju
dengan skor 2 sebanyak 2 orang (2%) dan sangat tidak setuju dengan
skor 1 sebanyak 1 orang (1%).
2. Untuk  pertanyaan  nomor  2,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 81 orang (81%), setuju dengan skor 4 sebanyak
19 orang (19%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan
skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada
(0%).
3. Untuk  pertanyaan  nomor  3,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 32 orang (32%), setuju dengan skor 4 sebanyak
42 orang (42%), netral dengan skor 3 sebanyak 22 orang (22%), tidak
setuju  dengan skor  2  sebanyak 4  orang  (4%) dan sangat  tidak  setuju
dengan skor 1 sebanyak 2 orang (2%).
4. Untuk  pertanyaan  nomor  4,responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 tidak ada (0%), setuju dengan skor 4 sebanyak 47 orang
(47%),  netral  dengan  skor  3  sebanyak  38  orang  (38%),  tidak  setuju
dengan skor 2 sebanyak 15 orang (15%) dan sangat tidak setuju dengan
skor 1 tidak ada (0%).
5. Untuk  pertanyaan  nomor  5,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 42 orang (42%), setuju dengan skor 4 sebanyak
29 orang (29%), netral dengan skor 3 sebanyak 28 orang (28%), tidak
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setuju dengan skor 2tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1
tidak ada (0%).
6. Untuk  pertanyaan  nomor  6,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 16 orang (16%), setuju dengan skor 4 sebanyak
29 orang (29%), netral dengan skor 3 sebanyak 55 orang (55%), tidak
setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor
1tidak ada (0%).
7. Untuk  pertanyaan  nomor  7,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 56 orang (56%), setuju dengan skor 4 sebanyak
21 orang (21%), netral dengan skor 3 sebanyak 23 orang (23%), tidak
setuju dengan skor 2tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1
tidak ada (0%).
8. Untuk  pertanyaan  nomor  8,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 26 orang (26%), setuju dengan skor 4 sebanyak
46 orang (46%), netral dengan skor 3 sebanyak 28 orang (28%), tidak
setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor
1 tidak ada (0%).
b. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 4.5
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Skor Angket Untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
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Berdasarkan  distribusi  nilai  yang  tertera  pada  tabel  diatas,  maka  dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
1. Untuk  pertanyaan  nomor  1,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor  5 tidak ada (0%), setuju dengan skor 4 sebanyak 2 orang
(2%), netral dengan skor 3 sebanyak 30 orang (30%), tidak setuju dengan
skor 2 sebanyak 28 orang (28%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1
sebanyak 40 oang (40%).
2. Untuk  pertanyaan  nomor  2,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 11 orang (11%), setuju dengan skor 4 sebanyak 89
orang (89%), netral dengan skor 3tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor
2tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1tidak ada (0%).
3. Untuk  pertanyaan  nomor  3,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 34 orang (34%), setuju dengan skor 4 sebanyak
42 orang (42%), netral  dengan skor  3 sebanyak 24 orang (24%), tidak
setuju dengan skor 2tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor
1tidak ada (0%).
4. Untuk  pertanyaan  nomor  4,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 1 orang (1%), setuju dengan skor 4 sebanyak 37
orang (37%), netral dengan skor 3 sebanyak 57 orang (57%), tidak setuju
dengan skor 2 sebanyak 5 orang (5%) dan sangat tidak setuju dengan skor
1tidak ada (0%).
5. Untukpertanyaan  nomor  5,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 34 orang (34%), setuju dengan skor 4 sebanyak
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41 orang (41%), netral  dengan skor  3 sebanyak 25 orang (25%), tidak
setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1
tidak ada (0%).
6. Untuk  pertanyaan  nomor  6,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 91 orang (91%), setuju dengan skor 4 sebanyak 9
orang (9%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor
2tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
7. Untuk  pertanyaan  nomor  7,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 64 orang (64%), setuju dengan skor 4 sebanyak
20 orang (20%), netral dengan skor 3 sebanyak 2 orang (2%), tidak setuju
dengan skor 2 sebanyak 13 orang (13%) dan sangat tidak setuju dengan
skor 1 sebanyak 1 orang (1%).
8. Untuk  pertanyaan  nomor  8,  responden  yang  menjawab  sangat  setuju
dengan skor 5 sebanyak 54 orang (54%), setuju dengan skor 4 sebanyak
46 orang (46%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan
skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada
(0%).
3. Analisis Regresi Linier Sederhana
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  “Pengaruh Sanksi  Administrasi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat
Putri Hijau Medan.”
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan
Analisis Regresi linier Sederhana yang dimaksudkan untuk mencari apakah data
normal atau tidak, dan juga apakah data hetero atau tidak dan juga memastikan
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bahwa model regresi linier sederhana dapat digunakan atau tidak. Apabila analisis
regresi  linier sederhana telah terpenuhi,  alat  uji  hipotesis  dapat dilakukan. Ada
beberapa  cara  dalam analisis  regresi  linier  sederhana.  Berikut  analisis  regresi
linier sederhana dalam penelitian ini.
Tabel 4.6
Berdasarkan  tabel  4.5  pada  kolom  Unstandardized  Coefisients  di  atas,
diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu:
Y= 17,856 + 0,033X
Dimana:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X = Sanksi Administrasi Pajak
Dari  persamaan  regrasi  linier  sederhana  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan
beberapa hal sebagai berikut :
a. Nilai  ini  menyatakan  jika  variabel  independen  dianggap  0,  maka  nilai
kepatuhan wajib pajak sebesar 17,856.
b. Variabel  sanksi  administrasi  pajak  memiliki  nilai  koefisien  regrasi  sebesar
0,033. Nilai koefisien yang positif ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai
variabel  sanksi  administrasi  pajak sebesar  1%, maka nilai  kepatuhan wajib
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pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,033. Begitu pula sebaliknya, jika
setiap penurunan nilai  variabel sanksi administrasi  pajak sebesar 1%, maka
kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan nilai sebesar 0,033 pula.
1. Uji Normalitas
Menurut  Ghozali  (2009)  dari  uji  normalitas  penelitian  dengan  analisis
statistik one-Sampel Kolmogorov-Smirnov test dengan tingkat  signifikansi 0,05 ,
jika signifikan ≤ 0,05  maka data tidak berdistribusi normal.  Untuk pengujian
normalitas,  data  yang digunakan dalam penelitian ini  dideteksi  melalui  analisa
grafik (grafik P-P plot) dan statistik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi
dengan SPSS. Grafik P-P plot dapa dilihat denan cara, jika data (plot) menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram,
maka hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi data normal.  Sebaliknya,  jika
data   tidakmenyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  tidak  mengikuti  arah  garis
diagonal pada grafik histogram, maka hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi









Berdasarkan gambar 4.1 dan juga 4.2 di atas di atas, dapat dilihat bahwa
data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Pada
grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat
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disimpulkan bahwa berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  dalam  model  regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain.  Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan
melihat  Grafik  Plot  antara  nilai  prediksi  variabel  dependen  Kepatuhan  Wajib
Pajak  dengan  residualnya  Sanksi  Administrasi  Pajak.  Tidak  terjadi
heteroskedastisitas  yaitu  apabila  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas
serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal
ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4. Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dan  tingkat
signifikan variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain
untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Dalam hal ini adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel dan signifikan >
0,05  dengan  kata  lain  Ho  diterima  maka  terdapat  pengaruh  Sanksi
Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Ha diterima dan Ho ditolak apabilah t hitung > t tabel dan signifikan <
0,05  dengan  kata  lain  Ha  diterima  maka  terdapat  pengaruh  Sanksi
Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
a. Uji T (Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  bebas  (independent)
terhadap  variabel  tidak  bebas  (dependent)  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri





Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji t hitung untuk variabel
Sanksi  administrasi  pajak  adalah  sebesar  0,291  dan  nilai  t  tabel  sebesar
1,98447.Hal ini  menunjukkan bahwa t hitung <t tabel (0,291 < 1,98447).  Dan
untuk nilai  signifikansinya,  diperoleh nilai  signifikan untuk sanksi administrasi
pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,773 > α=
0,05. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan
Ha ditolak, dalam arti secara parsial sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.
b. Uji Determinasi ( R2 )
Tujuan  dari  koefisien  determinasi  adalah  untuk  melihat  kemampuan
variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi
dari  variabel  dependen  yang  diterangkan  oleh  variasi  dari  variabel-variabel
independennya.
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Jika R2 yang diperoleh dari
hasil  perhitungan  menunjukkan  semakin  besar  mendekati  satu,  maka  dapat
dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen
semakin besar.
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Hasil koefisien determinasi berdasarkan perhitungan SPSS tergambar pada
tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb





1 .454a .797 .816 1.974
a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,797 dan
nilai  Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari
sanksi pajakterhadap kepatuhan pajak di samsat putri hijau adalah sebesar 81,6%,
dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel  yang diteliti
oleh peneliti.
B. Pembahasan
Dari hasil yang tertera pada penjelasan diatas, maka diketahui bahwahasil
uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar 0,291dan nilai
t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung <t tabel (0,291 <
1,98447). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi
administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan
0,773 > α= 0,05. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0
diterima  dan  Ha  ditolak,  dalam  arti  secara  parsial  sanksi  administrasi  pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.
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Begitu  juga  dengan  uji  determinasi  yang  memberikan  nilai  R  Square
sebesar 0,797 dan nilai   Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan
bahwa pengaruh dari sanksi administrasi pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak di
samsat  putri  hijau  adalah  sebesar  81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi  oleh
variabel lain diluar dari variabel  yang diteliti oleh peneliti.
Tentunya  hal  ini  sejalan  dengan  hipotesis  yang  telah  peneliti  tetapkan
sebelumnya dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi
peneliti. 
Dari  pembahasan di atas,  peneliti  berpendapat bahwadengan ada sanksi
administrasi pajak ini, wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat waktu. Dan
juga peneliti berharap, sanksi administrai pajak mampu memebrikan efek jera bagi
wajib  pajak  agar  memenuhi  kewajiban  pajak  kendaraan  bermotornya.  Dan
menjadi  wajib  pajak  yang  sesuai  dengan  SK  Menteri  Keuangan  Nomor:
74/PMK.03/2012, patuh dan tertib dalam membayar pajak, agar tidak dirugikan





Dari  hasil  yang  telah  dimuat  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat
disimpulkan bahwa:
1. Sansi Administrasi  Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hal  ini  dilihat  darihasil  uji  t  hitung untuk variabel  Sanksi  administrasi
pajak  adalah  sebesar  0,291  dan  nilai  t  tabel  sebesar  1,98447.  Hal  ini
menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,291 <1,98447). Dan untuk nilai
signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi administrasi pajak
sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,773 > α=
0,05.
2. Nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai  Adjusted R Square sebesar 0,816,
yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan
pajak  di  samsat  putri  hijau  adalah  sebesar  81,6%,  dan  sisanya  18,4%
dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  dari  variabel   yang  diteliti  oleh
peneliti.
B. Saran
Untuk  mengakhiri  penulisan  skripsi  ini,  penulis  akan  memberikan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi  SAMSAT  Puteri  Hijau  harus  lebih  meningkatkan  Saknsi




2. Bagi  peneliti  sendiri,   penelitian  ini  bisa  dijadikan  pedoman  untuk
melakukan  penelitian  selanjutnya  dengan  mengangkat  masalah  yang
sama.  Dan  juga  sebagai  penambah  bekal  ilmu  untuk  peneliti  dalam
melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  menambah  variabel
penelitian atau mengganti  varibel penelitian guna mengetahui apa saja
hal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 
4. Bagi pembaca,  bila ada kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian
ini, mohon untuk di beritahukan langsung kepada peneliti.
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